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BAB V  

PENUTUP 

5. 1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan hukum 

terhadap pekerja migran sebelum bekerja asal Kota Padang berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut: 

1. Pelaksanaan perlindungan hukum sebelum bekerja terhadap 

pekerja migran asal Kota Padang mampu memberikan 

perlindungan sebagaimana tujuan utama untuk mengakui dan 

melindungi hak-hak asasi manusia. Pelaksanaan perlindungan 

hukum sebelum bekerja terhadap pekerja migran asal Kota Padang 

dilaksanakan melalui rangkaian tahapan yang dilalui oleh si pekerja 

migran tersebut, mulai dari pendaftaran, verifikasi, hingga 

perjanjian penempatan. proses yang saling terkait satu sama 

lain sehingga setiap sisi memiliki perannya tersendiri dalam 

mengawasi, memastikan, dan mejamin hak-hak pekerja 

migran asal Kota Padang. Selain itu, tantangan utama pada 

saat pelaksanaan hanya dari intervensi luar bukan dari sistem 

yang dijalankan itu sendiri, seperti penggunaan anggaran khusus 

yang tidak tepat sasaran, agen penempatan illegal, dan budaya 

merantau melalui kerabat.  

2. Pelaksanaan perlindungan hukum sebelum bekerja terhadap 

pekerja migran asal Kota Padang telah dilaksanakan sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia. Perlindungan ini terbagi menjadi 2 

bentuk, yaitu perlindungan adminisratif dan perlindungan teknis. 

Secara administratif, perlindungan hukum terhadap calon pekerja 

migran asal Kota Padang diwujudkan melalui pemenuhan seluruh 

dokumen dan persyaratan yang sah, seperti paspor, visa kerja, 
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perjanjian kerja (PK), perjanjian penempatan (PP), serta 

kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kelengkapan 

dan keabsahan dokumen ini menjadi bentuk perlindungan dasar 

untuk menjamin legalitas dan kejelasan status calon pekerja 

migran Kota Padang sebelum berangkat ke luar negeri. Sementara 

itu, perlindungan teknis dilakukan melalui berbagai kegiatan 

edukatif dan pemberdayaan, antara lain sosialisasi mengenai 

prosedur penempatan yang aman dan risiko penempatan ilegal, 

serta pembekalan terkait hak dan kewajiban pekerja di negara 

tujuan. Perlindungan teknis ini juga mencakup fasilitasi 

pemenuhan hak-hak calon pekerja migran melalui pendampingan 

administratif dan penegasan isi perjanjian kerja agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dengan pihak pemberi kerja. Selain itu, peran 

pegawai fungsional pengantar kerja di BP3MI dan Dinas Tenaga 

Kerja turut memperkuat proses perlindungan dengan memastikan 

bahwa seluruh tahapan penempatan berjalan sesuai prosedur 

hukum yang berlaku serta memberikan bimbingan bagi calon 

pekerja migran agar siap secara administratif, teknis, dan mental 

sebelum di berangkatkan ke luar negeri.  

5. 2 Saran 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan kesimpulan yang telah di 

paparkan di atas sebagai berikut: 

1. Kepada BP3MI Sumatra Barat dan P3MI agar terus meningkatkan 

kualitas pelayanan penempatan, baik dari segi efetifitas maupun 

dari segi fasilitas dan sarana pendukung lainnya. Selain itu, penting 

juga untuk selalu konsisten menyebarluaskan informasi tentang 

pekerja migran melalui sosialisasi ataupun media lainnya.  

2. Kepada Pemerintah daerah disarankan agar lebih aktif mendukung 

program pekerja migran dengan menyediakan anggaran khusus, 

serta menjalin koordinasi dengan instansi lain seperti dinas 
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ketenagakerjaan dan Stockholder lainnya untuk memperkuat 

program perlindungan pekerja migran secara efektif. 

3. Kepada masyarakat disarankan untuk meningkatkan pemahaman 

bahwa bekerja diluar negri itu ada prosesnya, untuk memastikan 

perlindungan dari pekerja migran tersebut. Oleh karena itu, stigma 

negatif terhadap proses lama dan susah sehingga memilih cara 

instan untuk bekerja keluar negri dihilangkan supaya hak dan 

kewajiban dari pekerja migran dapat terlindungi.  

4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat melakukan 

kajian lebih mendalam mengenai pelaksanaan perlindungan 

hukum sebelum bekerja terhadap pekerja migran berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia secara lebih luas, sehingga dapat 

memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih 

efektif.  
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